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ABSTRAK

Judul skripsi ini adalal* FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AKAD
NIKAH DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK DITINJAU MENURU T
PENDAPAT IMAM SYAFI'l (Studi Kasus di Kecamatan Mid ai), adapun
yang menjadi permasalahan dalam penelian ini adal@ktor yang
melatarbelakangi pada pasangan yang menikah demglaryang tidak berhak,
respon masyarat dan ulama terhadap pernikahan mevajayang tidak berhak,
serta bagaimana pula pandangan hukum Islam dalamkalean tersebut.
Penelitian ini bersifat lapangan, lokasi peneiitini bertempat di

Kecamatan Midai Kabupaten Natuna. Adapun yang rderglasan daerah ini

dijadikan tempat penelitian adalah karena kasuselvert terjadi di daerah itu

sendiri, dan kasus ini sudah berjalan sejak tahun 2007 hinggkarang.

Sementara mayoritas masyarakat Kecamatan Midagaera Islam, tetapi masih

banyak yang melanggar syari’at yang telah ditentuka

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pemelitisadalah metode
pembahasan deduktif, induktif dan diskriptif terapddata primer dan sekunder.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yaipgrdleh dari responden yaitu

data hasil dari penelitian lapangan yang berupaamaara baik dengan pasangan

yang terlibat dalam pernikahan tersebut maupurkpglarang yang menikahkan)
menjadi wali yang tidak berhak atau yang berwenaegjadi wali. Sedangkan
data sekunder adalah yang merupakan data pendulalag penelitian ini yaitu
berupa buku-buku yang berhubungan dengan pengiiiia

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pernikahan dengan wali yang tidak berhaknjadi wali
sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Midai diked¢an beberapa faktor
diantaranya karena pasangan yang akan menikah rieakiliki persyaratan
yang lengkap. Hal ini terjadi juga disebabkan peneknian yang tidak
mencukupi. Selain itu, mereka (pasangan yang &trlidalam kasus
pernikahan ini) beranggapan bahwa urusan mudak digarsulit.

2. Masyarakat Kecamatan Midai tidak setuju dengaraderya kasus praktek
pernikahan ini, baik dari kalangan ulama maupun geertah. Bagi orang-



orang yang terlibat dalam kasus pernikahan iniktidierikan sanksi, tetapi
mereka diberi peringatan dari pemerintah setempat.

. Dilihat dari segi hukum Islam, bahwa pernikahangyaiiakukan oleh wali

yang tidak berhak tersebut tidak sah. Karena tidenenuhi persyaratan

yaitu tidak adanya wali.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kecamatan Midai merupakan salah satu dari Kecamaiamg
termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten NatunarabaKecamatan ini
tanah datar sangatlah terbatas hanya terdapat sisirpgantai dengan
kemiringan 2 sampai 5 derajat. Karena daerah iket@al dengan pantai
otomatis mata pencarian penduduk adalah nelayaseatzagian kecil sebagai
petani dan pedagang. Masyarakat Kecamatan ini kerddelayu dan

mayoritas beragama Islam.

Wali adalah orang yang diberi kekuasaan dalam bigamvalian yang
diberikan oleh agama untuk menguasai dan melindaragig atau barahg
Para Ulama sepakat bahwa syarat-syarat orang yahgkyang menjadi wali

adalah sebagai berikut : orang yang mukalaf, mugdmcerdas.

Menurut Imam Syafi'i semua pernikahan tanpa ada wadhlah tidak sah
(batil)?. Dan tidak diperbolehkan bagi perempuan merdekakunenikahkan

dirinya sendirf. Apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahanbiatal.

! Kamal Mukhtar,Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1993), Cet. ke- 3, h. 92

2 Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab al Umm, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-
2, Jilid 7-8, h. 343

* Imam Asy Syafi'i, Terjemahan Kitab al-Umm, (Kuala Lumpur : Victory agencie,
1984), tc, Jilid 8, h. 181



Pernikahan tersebut tidaklah benar, kecuali demgelaksanakan akad baru
yang tidak batdl Apabila walinya tidak ada atau berhalangan, maka
dinikahkan oleh penguasa (wali hakimpdapun orang yang diutamakan
yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabilalbtidak adamaka kakek
menjadi wali. Wali yang jauh tidak boleh mengawimkperempuan yang
dibawah perwaliannya selama wali yang dekat mag#h @ontohnya apabila
ayah masih ada maka hak menjadi wali tidak dapatdif@ah tangan kepada

saudara laki-laki, paman atau yang lainnya.

Hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyaili,véedangkan
dalam hal ini wali selain yanghaib itu ada, maka hakim belum berhak

menjadi wali karena walinya masih &da

Dalam hal wali yang dekat tidak adgh#éib) dan tidak ada yang
mewakilinya, maka yang menjadi wali adalah hakinkan wali yang jauh.
Karena wali yang dekat tetap berhak menikahkan taapang dibawah
perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak difzabilawali yang dekat
sudah meninggal atau gila barulah wali yang jauhgysesudah urutannya

yang berhak menjadi wali

* Imam Asy Syafi’i,Ibid, h. 183

®> Al Hamdani,Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Pustaka Amani,
1989), Cet. ke- 3, h. 84

® Sulaiman Rasidrigih Isam, (Yogyakarta : PT. Sinar Baru, 1998), Cet. ke-182,
389

" Kamal Mukhtar Asas-asas Hukum |slam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1993), Cet. ke-3, h. 102



Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu kidaoleh
melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya semdaupun untuk orang
lain®. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau rhewirkan seorang wali
yang mewakilnya. Jika ada seorang wanita yang reatekan akad nikah
sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal eidarkedudukan wali dalam

akad nikah adalah salah satu rukun yang harus dipstiuhi.

Adapun dalil yang berkaitan dengan masalah iniad#lerdasarkan

hadits Rasulullah Saw bersabda :

A o ) Jguy JB 1 JB8 anl ge uge o) pBIn 2 O
Artinya : Dari Abu Burdah bin Abu Musa, bahwa ayghrberkata,

Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada nikah kecdalgan

wali."( HR Ahmady

Dari Aisyah Nabi Bersabda yang berbunyi :

Salla) el ade A e A Jguy JU Riile e
leli Lo Jia b Jhlleals Loy o3 i GaSG
oy Otaludld | atul U Lea 8 e dlatulla yeall

Ll Ay

8 Syaikh Hasan AyulFigih Keluarga, ( Jakarta : Pustaka al Khautsar, 2008), Cet.
ke- 5, h. 48

® Ibnu Hajar al Asqalanilerjemahan Bulughul Maram, (Jakarta : Pustaka Amani,
2000), Cet. ke-2, h. 476



Artinya : Dari Aisyah Rasulullah Saw bersabda, &eti orang
perempuan yang menikah dengan tanpa walinya, maka
nikahnya batal. Jika lelaki telah mempergaulinyakaia
wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah
dihalalkan darinya. Maka apabila mereka (para wali)
bersengketa, penguasa dapat menjadi wali bagi
perempuan yang tidak mempunyai wali’(HR. Imam
empat kecuali Nasaf)

Namun di Kecamatan Midai sering terjadi pernikahdimana
pelaksaannya dilakukan para wali yang tidak selayalsebagai wali. Salah
satunya adalah Pak Mahmud. Pak Mahmud adalah wé&Fgamatan Midai
yang dikenal oleh masyarakat sebagai Imam Maspthis itu, juga dikenal

sebagai orang yang bisa menikahkan orang.

Salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahag yilakukan Pak
Mahmud kebanyakan pasangan yang akan menikah tidaknenuhi
persyaratan. Apabila pasangan tersebut menikah WA, Kmaka pasangan
tersebut tidak akan bisa lolos. Sehingga pasangag gkan menikah memilih
untuk menikah dihadapan Pak Mahmud sekaligus yaegjadi walinya.
Sementara walinya masih ada dan lengkap. Hal sepesering terjadi baik

bagi perempuan yang masih gadis atau pun janda.

Kebanyakan yang menikah di hadapan Pak Mahmud saamya
pendatang seperti dari Kalimantan. Pasangan gindgkahkan oleh Pak
Mahmud ada juga yang tidak diketahui setatusny&appasangan tersebut

sudah bercerai atau belum. Keterangan tersebuk fidkeetahui oleh Pak

% 1bnu Hajar al Asqalanilpid, h. 477



Mahmud, karena Pak Mahmud hanya menerima penjeldaenpasangan

yang akan menikah

Menurut keterangan dari Pak Mahmud bahwa ia telanikahkan
tujuh pasang dan ia menjadi walinya. Dua orang yaagih gadis dan lima
orang yang sudah janda. Janda di sini kebanyakem be&dup. Adapun
alasannya berani menikahkan pasangan ini, karesangan ini datang
memintanya untuk menikahkan sekaligus menjadi walilsedangkan alasan
pasangan tersebut memintanya menjadi walinya kamegrg@ka sudah suka
sama suka dan orang tuanya jaublntuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari
fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat nkdea Midali

diantaranya sebagai berikut :

Pasangan Merlina yang masih gadis menikah dengadii ta&hun 2009
yang diwalikan oleh Pak Mahmud. Mereka mengatalkdmia mereka hanya
pendatang di Kecamatan Midai, jadi tidak punya tities Kecamatan Midai
yang ada hanya identitas kampung, sewaktu mau nikaernyata
persyaratannya sulit sekali dan biayanya agak m&ehaingga mereka merasa
keberatan dan akhirnya mereka memilih jalan piotasik menikah dengan
Pak Mahmud (orang yang menikahkan) dan kami men@igang menjadi
walinya, karena kami sudah kenal dengannya dabisé&amenikahkan orang.

Sementara orang tua jauh dan apabila di beritabti peang tua tidak akan

YSobirin Kepala KUAwawancara, Midai, 9 Maret 2010

?Pak Mahmud (Orang yang menikahkamdwancara, Midai, 22 Maret 2010



merestui. Setelah lima bulan menikah baru kami neznkabar kepada orang

tua®,

Sulastri yang menikah dengan Budi Arianto setelala dahun
kepergian suaminya. Alasan saya menikah karena issaya tidak ada
memberi kabar kepada saya. Saya mencoba untuk chengéukmenggugat,
namun tidak ada keputusannya. Akhirnya saya memihituk menikah
dihadapan Pak Mahmud (sebagai wali) saya. Alasga re@nikah dihadapan
Pak Mahmud (sebagai wali), karena persyaratan tsdaha lengkap. Apabila

saya menikah secara resmi, maka saya tidak akamigisikaf*.

Menurut keterangan dari Pak Rudi sebagian masylana&easa resah
dengan adanya pernikahan yang dilakukan oleh Pakrdd dan ada juga
sebagian yang tidak menghiraukannya selagi tidakgomgk mereka. Hal
tersebut dikarenakan mereka kurang paham dalampéalikahan. Pak
Mahmud juga sudah pernah di nasehat oleh Kepala Kinfuk tidak
melakukan pernikahan tersebut. Namun masih ada pagangan yang

menikah di hadapan Pak Mahmud meskipun sudah tzevftr

Berangkat dari fenomena di atas bahwa banyak tegerhikahan
dimana akadnya dilakukan oleh wali yang tidak blerb@harusnya menjadi

wali yang tidak sesuai dengan hukum Islam sebageanyang berlaku di

3 Melina (Ibu Rumah Tanggajawancara, Midai, 19 Maret 2010
14 Sulastri (Ibu Rumah Tanggayawancara, Midai, 15 Maret 2010

!> Rudi (Salah Satu Masyarat Kecamatan Mida#wancara, Midai, 12 April 2010



kawasan Indonesia. Melihat kasus seperti yang digap di atas penulis
sangat merasa tertarik untuk melakukan penelitaryang lebih mendalam

yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupgsikdengan judul :

“ FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AKAD NIKAH DENGAN
WALI YANG TIDAK BERHAK DITINJAU MENURUT PENDAPAT

IMAM SYAFI'l (Studi Kasus Di Kecamatan Midai)”.

. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, supaya pemeliti terfokus dan
terarah dalam tulisan ini, maka diadakan pembatasasalah tentang
penelitian terhadap faktor penyebab terjadinya aki&dh dengan wali yang

tidak berhak ditinjau menurut pendapat Imam Syafi’i

. Rumusan Masalah

a. Apa faktor yang melatarbelakangi sehingga terjaalipgrnikahan dengan
wali yang tidak berhak baginya (Imam Masjid) ?

b. Bagaimana respon masyarakat dan pandangan ulahzalaer pernikahan
dengan wali yang tidak berhak serta apa tindakarehpemerintah?

c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap statuskaiean dengan

wali yang tidak berhak sebagai wali ?



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi ggfarterjadinya
pernikahan dengan wali yang tidak berhak
b.Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat datapgan ulama
terhadap pernikahan dengan wali yang tidak berbaka apa tindakan
aparat pemerintah
c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Isldmadap status
pernikahan dengan wali yang tidak berhak sebaghi w
2. Kegunaan Penelitian
a.Sebagai bahan masukan bagi orang-orang yang tedddam kasus
pernikahan tersebut.
b.Untuk menjawab dari semua fakta-fakta yang telghadedi Kecamatan
Midai vyaitu tentang akad nikah yang dilakukan oledli yang tidak
berhak
c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gal@n& Hukum

Islam pada Fakultas Syari'ah dan limu Hukum UiIga Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian eliputi :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini berlokasi dcKmatan Midai.



. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalakapgan yang
terlibat dalam pelaksanaan pernikahan yang dilakudleh wali yang
tidak berhak menjadi wali dan Imam masjid. Sedangkang menjadi
objek dari penelitian ini adalah faktor penyebahaténya akad nikah
dengan wali yang tidak berhak ditinjau menurut pgrad Imam Syafi’i

(Studi Kasus di Kecamatan Midai)

. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adgdakangan yang
terlibat dalam pernikahan dengan wali yang tidakhale sebanyak 7
pasang pada tahun 2008-2009 dan penulis mengaerhilaya sebagai

sampel dengan menggunakan research populasi.

4. Sumber Data

a.Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari resgmitu pasangan yang
melaksanakan akad nikah dengan wali yang tidakalkedh Kecamatan
Midai sebanyak 7 pasang, Imam Masjid yang menikahikeereka,
KUA, Camat, 2 orang tokoh masyarakat dan masyarKkatmatan
Midai.

b.Data Sekunder, yaitu data sebagai pendukung bdyukabuku yang

berkaitan dengan penelitian ini.
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4. Metode Pengumpulan Data
a.Observasi, yaitu penulis secara langsung ke lokasielitian untuk
mengamati yang akan penulis teliti yaitu akad nikamg dilakukan
oleh wali yang tidak berhak.
b.Wawancara, yaitu metode untuk mencari informasfimisi untuk
memperoleh data yang akan diteliti yang dilakukaengan cara
bertanya dan langsung di jawab.
5. Metode Analisa Data
Analisa data yang penulis gunakan adalah analita ldalitatif,
yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan besadkan kategori-
kategori atas dasar persamaan jenis dari datatetatbut, kemudian data
tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga dipkerglambaran yang

utuh tentang masalah yang diteliti.

6. Metode Penulisan
a.Deduktif, yaitu menggambarkan keadaan umum yang kaitannya
dengan masalah yang akan diteliti, kemudian disaatlan diambil
kesimpulan secara khusus.
b. Induktif, yaitu menggambarkan keadaan khusus yaamgaitan dengan
masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diamlekiknpulan secara

umum.
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c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterang@ink dipaparkan

kemudian dianalisa, senhingga dapat disusun sebagai yang

diperoleh dalam penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya masalah yang akan diteliti dantuk

memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, makalukpa sistematika

dalam penulisan. Adapun sistematika dalam penuirsdardiri dari :

Bab |

Bab Il

Bab IlI

Bab IV

: Merupakan bab pendahuluan yang terdiri datar belakang
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tignakedunaan

penelitian, metode penelitian serta sistematikaujsam.

. Gambaran umum tentang lokasi penelitilgdaan geografis dan

demografis, social ekonomi, pendidikan, serta Kelgaan dan

agama.

: Bab ini berisikan tinjauan umum tentanglwnikah yang terdiri

dari : pengertian wali, dasar hukum tentang wakun dan syarat,

serta macam-macam wali.

: Merupakan bab penyajian data mengenai ofakpenyebab

terjadinya akad nikah dengan wali yang tidak berteaRliri dari
faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadinyanigahan

dengan wali yang tidak berhak, respon masyarakdtadep
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pernikahan dengan wali yang tidak berhak dan payatahukum

Islam terhadap akad nikah dengan wali yang tidakdie

Bab V : Merupakan bab penutup yang terdiri darirkpsilan dan sara.
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BAB |1

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN TERJADINYA
AKAD NIKAH DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK

A. Letak Geografis

Wilayah Kecamatan Midai merupakan salah satu dambdan
kecamatan yang termasuk dalam kawasan wilayah KadipNatuna.
Sembilan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sereseamatan Serasan
Timur, Kecamatan Subi, Kecamatan Midai, KecamatamgBran Timur,
Kecamatan Bungoran Barat, Kecamatan Bungoran Ukaeamatan Pulau

Laut dan Pulau Tida

Daerah ini sama seperti pulau-pulau lain yang lzerdid kawasan
Natuna, Midai beriklim laut. Perubahan yang arabiramya biasanya terjadi
pada setiap pergantian musim, dimana ada empatnmmysang sangat
mempengaruhi dan dikenal dengan : Musim Timur, Musiarat, Musim
Utara, dan Musim Selatan. Musim Barat dan Utaradnga terjadi pada bulan
Oktober—Maret setiap tahunnya. Pada musim angitiupesangat kencang

dan laut berombak besar.

Keadaan seperti ini sangat mempengaruhi sektok@eoenian dan
pelayaran rakyat. Temperatur udara sekitar 2829,32 mm untuk 85 hari

hujan dalam satu tahun.

! Ahmad (Camat Midaiywawancara Midai, 14 Juni 2010
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Kecamatan Midai merupakan salah satu Kecamataratgang ada di
Kabupaten Natuna yang letaknya ditengah-tengahnkatean lainnya yang

berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Tig
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Siantan
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatarf Subi

Jarak antara Ibukota Kecamatan Midai dengan Dekaéden serta

ke Ibukota Kabupaten dan Provinsi terdiri dari :
1. Jarak Kelurahan Sabang Barat 0,5 Km.

2. Jarak ke Desa Batu Belanak 6 Km.

3. Jarak ke Desa Sebelat 3 Km.

4. Jarak ke Desa Gunung Jambat 6 Km.

5. Jarak ke Desa Air Putih 2 Km.

6. Jarak ke Desa Air Kumpai 1 Km.

2 Sumber Data, Kantor Camat Midai, 2010
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B. Keadaan Demogr afis

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan iMidda tahun
2010, bahwa jumlah penduduk Kecamatan Midai ada¢gjumlah 5.132 jiwa
dan terdiri dari 1.696 KK. Mayoritas masyarakat &aatan Midai bersuku
Melayu dan sebagian kecil beretnis Cina dan JawulUlebih jelas dapat

dilihat pada tabel berikut :

TABEL |

DATA JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN MIDAI
BERDASARKAN SUKU

No SUKU JUMLAH PERSENTASE
1 Melayu 4.987 orang 97,18 %
2 Cina 90 orang 1,75 %
3 Jawa 55 orang 1,07 %
jumlah 5.132 orang 100 %

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa suku Melayerupakan
mayoritas yang terdapat di wilayah Kecamatan Midsigan jumlah 97,18 %.
Suku Melayu merupakan penduduk asli di Kecamateseleit. Sedangkan
suku lainnya adalah pendatang seperti suku Cing parjumlah 1,75 % dan

suku Jawa berjumlah 1,07 %.

Untuk melihat secara terperinci jumlah penduduk afeatan Midai

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari téleelkut :

TABEL 11
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JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN MIDAI
BERDASARKAN JENISKELAMIN

No JenisKelamin Jumlah Per sentase
1 | Laki-laki 2.609 Jiwa 50,84 %
2 | Perempuan 2.523 Jiwa 49,16 %
Jumlah 5.132 Jiwa 100%

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

Berdasarkan data di atas bahwa penduduk Kecamattn bérjumlah
5.132 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 2.609 Jiatau 50,84 % dan
perempuan berjumlah 2.523 Jiwa atau 49,16 %. Didha hasil persentase di

atas bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandergkberempuan.

Dari data di atas jumlah penduduk Kecamatan Mida gdirinci
berdasarkan kelurahan dan desa yang ada di KecaMadai terdiri dari satu
kelurahan yaitu Kelurahan Sabang Barat dan terdapatdesa yaitu : Desa
Gunung Sebelat, Desa Batu Belanak, Desa Gunungaiabesa Air Putih

dan Desa Air Kumpai. Untuk lebih jelasnya dapahdil pada tabel berikut :

TABEL 111

KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN MIDAI
BERDASARKAN KELURAHAN DAN DESA
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No | Kelurahan/Desa LK P Jumlah | JUMLAH KK
1 | Kelurahan Sabang Barat 1.254 1.218 2.472 824
2 | Desa Gunung Sebelat 264 252 516 168
3 | Desa Batu Belanak 270 250 520 164
4 | Desa Gunung Jambat 387 395 782 274
5 | Desa Air Putih 212 206 418 132

6 | Desa Air Kumpai 222 202 424 134
Jumlah 2.609 2.523 5.132 1.696

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa klasifiqasnduduk Kecamatan
Midai berdasarkan kelurahan dan desa menunjukawéaaldi Kelurahan
Sabang Barat jumlah penduduk laki-laki berjumldb4 jiwa dan perempuan
berjumlah 1.218 jiwa dengan jumlah keseluruhan 22.4iwa. Jumlah
penduduk Desa Gunung Sebelat laki-laki berjumié jgva dan perempuan
berjumlah 252 jiwa dengan jumlah keseluruhan 5®@.jiJumlah penduduk
Desa Batu Belanak laki-laki berjumlah 270 jiwa dserempuan berjumlah
250 jiwa dengan jumlah keseluruhan 520 jiwa. Jumpemduduk Desa
Gunung Jambat laki-laki berjumlah 387 jiwa danepgpuan berjumlah 395
jiwa dengan jumlah keseluruhan 782 jiwa. Jumlahdpdok Desa Air Putih
laki-laki berjumlah 212 jiwa dan perempuan berjami206 jiwa dengan
jumlah keseluruhan 418 jiwa. Jumlah penduduk DegsaK&mpai laki-laki
berjumlah 222 jiwa dan perempuan berjumlah 202 jeemngan jumlah

keseluruhan 424 jiwa.
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Jika dilihat dari jumlah penduduk tersebut, makalah penduduk
yang ada di Kelurahan Sabang Barat jumlahnya rélesiar jika dibandingkan
dengan desa-desa yang ada. Hal ini dikarenakann§aBarat merupakan

ibukota dari Kecamatan tersebut yang pendudukrgéfriebih banyak.

. Sosial Ekonomi

Dalam membicarakan masalah sosial ekonomi masyarslkdai,
maka tidak terlepas dari pendapatan dan mata pancgang mereka tekuni
yaitu dapat dilihat dari tingkatan perekonomian yaaskat secara umum
diantaranya ada yang berekonomi rendah, menengatind@i, sesuai dengan
mata pencarian yang mereka tekuni. Ada yang bekeljagai nelayan, petani,
pedagang, pegawai negeri dll. Untuk lebih jelastgygang pekerjaan yang

mereka tekuni dapat dilihat pada tabel berikut ini

TABEL V

KLASIFIKASI JUMLAH PENDUDUK
BERDASARKAN PEKERJAAN

No Jenis Pekerjaan Jumlah Per sentase
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1 | Belum/Tidak Bekerja 2.000 orang 38,97 %

2 | Pelajar/Mahasiswa 1.199 orang 23,36%

3 | Pensiun 42 orang 0,82%
4 | PNS 180 orang 3,51%

5 | TNI/POLRI 8 orang 0,15%

6 | Pedagang 188 orang 3,66%

7 | Petani 823 orang 16,04 %
8 | Peternak 22 orang 0,43%
9 | Industri 8 orang 0,15 %
10 | Karyawan Swasta,BUMN,Honorer 154 orang 3,00%
11 | Buruh 57 orang 1,11%
12 | Nelayan 317 orang 6,18%
13 | Tukang 125 orang 2,44%
14 | Wartawan, Sopir 9 orang 1,18%
Jumlah 5.132 orang 100 %

Sumner Data : Kantor Camat Midai, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komposisidueluk Kecamatan
Midai yang bermata pencarian Nelayan, Petani, PRi&Jagang dIl yang

jumlah keseluruhannya adalah 5.132 orang.

D. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu komponen yang sangatntudan maju

mundurnya suatu daerah, bahkan tolak ukur untukhatedpakah didaerah
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tersebut tergolong masyarakat yang maju atau muridiak jarang dilihat

dari tingkat pendidikan masyarakat yang menjadnddenya. Karena pada
dasarnya, makin maju pendidikan di suatu daeralkanmaakin cepat pula
pembangunan yang akan dilaksanakan daerah terdabugebalinya apabila
pendidikan disuatu daerah masih rendah, maka &safitasyarakatnya pun
relatif rendah. Karena pendidikan sebagai alatkuntengarahkan kehidupan
manusia, akan dibawa kemana suatu masyarakat péastargantung

sejauhmana tingkat pendidikan di daerah tersebut.

Untuk melihat bagaimana keadaan pendidikan yanglaa@camatan

Midai, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VI

DATA KECAMATAN MIDAI BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

No Tingkat Pendidikan Jumlah Per sentase
1 | Tidak / Belum Sekolah 1.008 19,64 %
2 | Tidak Tamat SD/Sederajat 1.036 20,18 %
3 | Tamat SD/Sederajat 1.376 26,81 %
4 | Tamat SLTP/Sederajat 980 19,09 %
5 | Tamat SLTA/Sederajat 627 12,21%
6 | Diploma I/ll 47 0,91 %
7 | Akademi/Diploma IlI/S. Muda 31 0,60 %
8 | Sl 29 0,56 %
9 | Sl 1 0,00 %
Jumlah 5.132 100 %

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010
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TABEL VII
DATA KECAMATAN MIDAI BERDASARKAN
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

No Sarana Pendidikan Jumlah
1 | Taman Kanak-Kanak (TK) 1
2 | Sekolah Dasar (SD)/ Ml 6/1
3 MDA 3

4 SLTP/MTs 1/1
5 SMA/MAS 1/1
Jumlah 15

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

. Keadaan Sosial Budaya dan Agama

Masyarakat menurut kewarganegaraan di KecamatarilMpdda
umumnya adalah warga Negara Indonesia. Demikiaan ¢ipandang dari adat
kebiasaan dan asal suku bangsa, secara mayoritspanaleat Kecamatan
Midai ini adalah suku Melayu yang mencapai 97,18%a 1,75 % dan Jawa

berjumlah 1,07 %.

Penonjolan adat istiadat ini tercermin dari pakai@upun kesenian
tradisional yang masing-masing diperlihatkan dibgeh kesempatan yang
ada. Misalnya pada acara perkawinan, MTQ maupumacara khas lainnya.

Seperti Zapin, kompang dan bermacam-macam tariamykyian lainnya.

Mengenai kehidupan beragama di Kecamatan Midaigkaesaling
menghargai antar sesama agama, sehingga tercajpgn fang rukun dan

damai. Nilai-nilai agama juga dapat menunjang dalapaya mencapai
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sasaran kehidupan masyarakat yang baik dan sgahfggama juga
merupakan sarana untuk memperluas cakrawala nmeataisia, sebab hidup

tidak hanya terbatas di dunia semata, tetapi akdarfjut sampai akhirat.

Adapun jumlah penganut agama di Kecamatan Midaatddgihat

pada tabel berikut :

TABEL VIII

JUMLAH PENGANUT MASING-MASING AGAMA
DI KECAMATAN MIDAI

No Agama Jumlah Per sentase
1 | Islam 5.042 97,63 %
2 | Kristen 14 0,37 %
3 | Khatolik 7 0,62 %
4 | Budha 69 1,38 %

Jumlah 5.132 100 %

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

Dari perbandingan jumlah pemeluk agama yang tetdzgua tabel di
atas menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Midgomias bergama
Islam, sedangkan penganut kedua yaitu Budha kemuBi@testan dan
Kristen. Dan dilihat dari sarana peribadatan yadg di Kecamatan Midai

dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IX
SARANA IBADAH DI KECAMATAN MIDAI

No Sarana | badah Jumlah




23

1 Masjid/Mushala 7
2 Wihara 1
Jumlah 8

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

Berdasarkan gambaran tabel di atas bahwa tempisiagatan yang
paling banyak adalah tempat peribadatan bagi yawag beragama Islam.
Hal ini sesuai dengan jumlah penganutnya yaitumskang merupakan
penganut agama mayoritas. Sedangkan jumlah tengpétagatan penganut

non muslim tempat saranyanya sedikit sesui pulgalepenganutnya

BAB I11

TINJAUAN UMUM
TENTANG WALI NIKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Wali Nikah
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Perwalian dalam istilah figih disebut wilayah yabegrarti penguasa
dan perlindungah Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung,
penolong atau pengudsaBeberapa pengertian wali diantaranya adalah

sebagai berikut :

a. Djamaan dalam bukunya vyaitu Figih Munakahat ia radiigan wali
adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadidaahtidaklah sah

nikah tanpa adanya wali

b. Sayid Sabiq juga mendefenisikan wali adalah suaterituan hukum yang

dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dendanghukumnya

c. Wali adalah orang yang diberi kekuasaan dalam gigerwalian yang
diberikan oleh agama untuk menguasai dan melindwurgng atau

barand.

Dari beberapa defenisi wali tersebut, maka dapatlfe simpulkan
bahwa wali adalah orang yang diberi kekuasaan dafe@nguasai sesuatu

yang sedang diwalinya yaitu sebagai wali nikah dikuasakan padanya.

* SoemiyatiHukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
(Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 41

* Tihami, Fikih Munakahat (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008),kget,, h.
89

® DjamaanFigih Munakahat (Semarang : Dina Utama, 1993), Cet. ke-1, h. 65
® Sayid SabigFigih SunnalBandung : PT. Al Ma’arif, 1987), Cet. ke-5, h. 11

" Kamal Mukhtar Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawjr{dakarta : Bulan
Bintang, 1993), Cet. ke-3, h. 92
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Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun atihgrus ada

dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinamggjap tidak sgh

Adanya wali bagi seorang wanita atau seorang yatak tmukalaf
dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikalelats Dasar hukum
adanya wali ini dalam pernikahan sebagaimana yardgpat dalam firman

Allah dalam surat al-Bagarah ayat 232 yaitu :

2 e . - - - . -

B3l it [5-2 55 B30 51 G5l of B sl M5

Artinya : “... Maka janganlah kamu (para wali) menigiza mereka
(wanita-wanita dibawah perwaliannya) kawin dengakab
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di anteeeka

dengan cara yang ma’ruf ..."(al-Baqgarah : 232)

Larangan dalam ayat di atas ditunjukkan kepada paia sesuai
dengan sebab diturunnya ayat tersebut. Maksudaglatitersebut adalah para
wali termasuk di antara orang-orang yang dapat hmedaggi berlangsungnya
suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu ditedsan tanpa meminta izin

kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuantkean agama.

. Dasar Hukum

® SoemiyatiHukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
(Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 42

° Depag. Rlal-Qur'an dan Terjemahanny4 Semarang : PT. Karya Toha Putra,
1996), Cet. Ke-3, h. 29
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Salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam melaggsam ikatan
pernikahan itu adalah tepenuhinya wali nikah, yatang yang bertindak
menikahkan perempuan tersebut dengan seorangalkdkisebagai calon
suaminyd’. Ketentuan ini didasarkan kepada hadits Nabi saawngy

diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dari Aisyah Raglallh Saw bersabda :

Jac galis sV ~SY
Artinya : “Tidak ada nikah kecuali dengan wali ddima orang saksi

yang adit*

Menurut Imam Syafii bahwa wanita tidak sah menjadali.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Sabda Nabi Sawabaali itu seorang

laki-laki bukan seorang wanita. Dan tidaklah wanitawali untuk selama-

lamanya bagi wanita laih

Hal ini beralasan dengan hadits Nabi yang berbunyi

Aujdc‘;mamdju‘)dﬁ d@mﬂ\@a‘)};ﬁﬁ@us
L 31 yall = 53 5 81l 81 pall & 5 53

'° Abdurahman Al-JazarKitab al- Fiah Ala Mazaib al-Aaraba’ahlus IlI, (Bairut :
Darul Al-Fikri Arabi, 1986), h. 12

! Abdullah bin Abdurrahman Al Bassa®yarah Bulughul Mararr(Jakarta :
Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, Jilid 5, h. 311

 Imam Asy Syafi'i, Teriemahan Kitab al Umn{Kuala Lumpur : Victory Agencie,
1982), Jilid 7, h. 168
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Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. la berkata : Ragildh saw bersabda :
Janganlah seorang wanita menikahkan seorang wdaita

janganlah seorang wanita menikahkan dirinya”
C. Rukun dan Syarat-syarat menjadi wali

Akad pernikahan tidak sah kecuali rukun dan sygeatarpenuhi yaitu
wali'®. Adapun syarat-syarat seorang wali adalah Islaslighy berakal,

merdeka, laki-laki dan adil.

Namun pernikahan yang dilakukan oleh wanita kadiak diperlukan
walinya orang Islam. Pernikahan budak wanita judaktdiperlukan seorang
majikan yang adil. Wali paling utama adalah ayadabéla ayah berhalangan,
maka yang menjadi wali adalah kakek. Mengenai pestgn orang yang

menjadi wali dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akad pernikahan tidak sah kecuali jika ada wali diaia orang saksi

yang adil. Adapun yang menjadi dasarnya Sabda &R&dulSaw :

b sed clld ye

13 Abdullah bin Abdurrahman Al Bassa@yarah Bulughul Maram(Jakarta :
Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, Jilid 5, h. 321

* Musthafa Dib al-Bughaikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam
Madzhab Syafii(Solo : Media Zikir, 2010), Cet. Ke-1, h. 351



28

Artinya : Tidak sah pernikahan kecuali dengan wialn dua orang
saksi yang adil. Pernikahan apa saja yang tidadtdishal

ini, maka batil (HR. Ibnu Hibbaf)

2. Islam merupakan salah satu syarat wali dalam pahaik Hal tersebut
berlandaskan al Qur'an yang terdapat dalam surdbwabah ayat 71

yang berbunyi :

s PSSl sl Eane i Al Gy 5 el
Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki deamita, sebagian

mereka (adalah) menjadi wali bagi sebagian yamj®lai

Persaksian adalah perwalian. Dengan demikian, ksesa non

muslim kepada seorang muslim tidak diterima.

3. Adil merupakan salah satu syarat wali dalam peh@ka Dasarnya

adalah sabda Rasulullah Saw :

Artinya : Tidak sah pernikahan kecuali dengan wahg berakal dan

dua orang saksi yang adil. (HR. Imam Syaff'i)

15 i
Ibid
'® Depag. Rlal-Qur'an dan Terjemahanny4 Semarang : PT. Karya Toha Putra,
1996), Cet. ke-3, h. 158

Y Musthafa Dib al-BughaFikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam
Madzhab Syafiji(Solo : Media Zikir, 2010), Cet. Ke-1, h. 353
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4. Penguasa boleh menjadi wali dalam pernikahan jikakpkeluarga yang

menjadi 'ashabah dalam hal waris tidak ada. Dassalpda Rasulullah saw :

Artinya : Penguasa adalah wali bagi orang yangktideempunyai

wali. (HR. Abu Dawud®

Mengenai orang-orang yang boleh menjadi wali idaki ada nash
yang menerangkan urutan wali-wali dengan jelas, anddri itu para abhli
berbada pendapat dalam menetapkan urutan paraseslai dengan dasar-
dasar yang mereka gunakan. Tetapi kebanyakan utemmendapat bahwa

orang-orang yang berhak menjadi wali ialah :

1. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari gariddki-
2. Saudara laki-laki kandung dan seayah.

3. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.

4. Paman sekandung atau seayah.

5. Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah.
6. Sultan (penguasa) sebagai wali hakim.

7. Wali yang diangkat oleh mempelai perempidan

18 i
Ibid
¥ SoemiyatiHukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
(Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 45
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Mengenai wali nikah ini telah dijelaskan baik daldigqih maupun

perundang-undangan diantaranya sebagai berikut :
1. Wali Menurut Syafi’i

Menurut Imam Syafi'i dan juga dikatakan oleh Uman Khaththab
bertitik tolak pada Hadits Rasulullah Saw berasalki Ibnu Abbas yang
artinya : “Barangsiapa di antara perempuan yanghdengan tidak seizin

walinya, nikahnya itu bataf®.

Dalam Hadits Rasulullah tersebut terlihat bahwaasep perempuan
yang hendak menikah disyaratkan harus ada wakstboéanpa wali, maka
nikah itu batal menurut Hukum Islam atau bisa dikah nikahnya tidak

sah.

Imam Syafi'i menjelaskan antara perawan denganaandngenai
wali dalam dua perkara. Salah satu keduanya adataéngenai izin
perawan dan janda. Untuk menyetujui izin seorarrgwan adalah diam.
Sedangkan janda izinnya adalah berbicara. Mengags ¢gdak dimintai
izin dahulu sedangkan janda harus ada izin dariDyearenakan seorang
gadis masih berada di bawah perlindungan wali yaitahnya sendiri.
Sedangkan janda, wali tidak berhak melarangnyailapdki-laki yang

dipilihnya sekufu. Dan apabila wali menjodohkanraeg janda dengan

%% |mam Asy Syafi'i, Terjemahan Kitab al-Umn{Kuala Lumpur : Victory agencie,
1984), t.c, Jilid 8, h. 191
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laki-laki yang tidak sekufu, maka wali tidak berhia&gi seorang janéa
Apabila seorang perempuan melakukan akad nikahasesgorang laki-
laki yang sekufu dengan mahar mitsilnya (sepadargka pernikahan

tersebut dibolehkan walaupun tidak dikawinkan alefi®.
2. Wali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tegt@erkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentamkapenan,
akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwkdal kepada pegawai

pencatat nikah di anggap memenuhi syarat

a. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Penii#tah, yang
mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihaditeh dua orang

saksi.

b. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuaatal, maka kedua
calon pengantin atau walinya harus memberitahulegada Pegawai

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal caleemi isteri.

Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3ntalfir5

tersebut diatur lagi sebagai berikut :

! Imam Asy Syafi’i, Terjemahan Kitab al Umn{Kuala Lumpur : Victory Agencie,
1984), Jilid 8, h. 184

*? Imam Asy Syafi'i,ibid, h. 191

%M. Idris RamulyoHukum Perkawinan IslanfJakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet.
ke-1, h. 222
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1. Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nika&ing sendiri

menghadap PPN.

2. Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir padgaktu akad
nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat tkarakoleh

orang lain.

Sedangkan wali menurut Peraturan Menteri Agama No&o
tahun 1975 ini dapat Kkita lihat dari pasal 6 Umgtandang No 1

tahun 1974, tentang perkawinan yang mengatur sebaghkut :

a. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang mbelu
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus apeidazin dari

kedua orang tua (pasal 6 ayat'2)

b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yahah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu aten
kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ikuguiperoleh
dari orang tua yang masih hidup atau dari orangy&uny mampu

menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).

c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dursa atalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka iz
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atawdeja yang

mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatésma

?* Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang Kewagganaan (Bandung :
Permana, 2007), Cet. ke-1, h. 219
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mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat meaypatak

kehendaknya.

Mengenai wali yang dimaksud dari pasal 25 Peraturan
Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tidak dijelaskapakah
orang tua calon mempelai (Bapak atau Ibu) ataukalngolain
yang memelihara anak yang menikah itu karena otaagya
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu aten
kehendaknya. Demikian juga dalam pasal 6 Undangsmd
Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan apabila seseorang yamikah
belum mencapai 21 tahun, harus minta izin kepadsagrtua.
Apabila orang tua tidak ada atau meninggal, makatamizin

kepada walinya yaitu orang yang mengasuftya

Sedangkan menurut hukum Islam. Wali nikah itu ddakapak
atau kakek apabila bapaknya tidak ada atau bedeataiKarena kedu-
duanya merupakan wali nikah yang mujbir (memakga]j yang
menjadi wali disini adalah salah seorang dari orug yaitu ayah
bukan kedua orang tua. Oleh karena itu dapat di&atabahwa
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawibhahwa
wali adalah izin dari orang tua itupun bila caloempelai baik laki-

laki maupun perempuan yang belum dewasa (di badahatin) bila

* M. Idris RamulyoHukum Perkawinan IslanfJakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet.
ke-1, h. 223
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telah dewasa 21 (dua puluh satu) tahun ke atak kidsp diperlukan
izin dari orang tua. Tidak diperlukan izin di simaksudnya adalah
apabila seseorang dewasa melangsungkan pernikatiag tydak

menimbulkan kemudaratan atau yang tidak terlarang.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpuld@hwa
munurut Syafi'i wali merupakan syarat sahnya nikdan apabila
wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya batalalbabataf®.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahunli@iak, jelas
mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkaru®ada izin orang
tua bagi yang menikah apabila calon pengantin bddenumur 21
(dua puluh satu) tahun. lIzin di sini dimaksudkanbetem
melangsungkan akad nikah harus mita izin kepadagotaa dan

harus ada surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menurut penulis sependapat dengan Imam Syafi'wWaavali
nikah disini merupakan syarat sahnya dalam suatnikadan. Hal
tersebut dikarenakan pada umumnya di Indonesia magya umat

Islam menganut paham Imam Syafi’i.

D. Macam-macam wali

*® Imam Asy Syafi'i, Terjemahan Kitab al-Ump{Kuala Lumpur : Victory Agencie,
1982), tc, Jilid 7, h. 148
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a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungaabndengan

wanita yang akan melangsungkan pernik&han

Berdasarkan pengelompokannya, maka wali nasabtenagi

menjadi empat kelompok :

1. Kerabat laki-laki dari garis lurus ke atas, yaiyjala, kakek dari pihak

ayah dan seterusnya.

2. Kerabat saudara laki-laki kandung atau saudaraldéikiseayah dan

keturunan anak laki-laki mereka.

3. Kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung agaudara laki-laki

seayah, dan keturunan anak laki-laki mereka.

4. Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-Edayah kakek dan

keturunan anak laki-laki mere®a

Wali nasab ini dikenal juga dengan sebutan \agliab (dekat) dan

wali ab’ad (jauh).

" Tihami, Fikih Munakahat ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet.
ke-1, h. 95

%8 M. Idris RamulyoHukum PerkawinarKewarisan, Acara Peradilan Agama
dan Zakat Menurut Hukum Islarfilakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet. ke-1, h. 74
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a. Wali agrab adalah wali yang dekat hubungannya dengan
perempuan yang akan menikah seperti ayah, kakeksdudara

laki-laki kandung.

b. Wali ab’ad yaitu wali yang jauh hubungannya dari calon
perempuan yang akan menikah dan diutamakan sepexti laki-
laki sampai kebawah, ayah sampai keatas, saudadaysa laki-
laki seayah seibu, saudara seayah, anak lelakisdadara lelaki

seayah kemudian kakek dari pihak ayah terus Keatas

Adapun penyebab berpindahnya waajrab kepada walab’ad

adalah sebagai berikut :

1. Apabila waliagrabnyanonmuslim

2. Apabila waliagrabnyafasik

3. Apabila waliagrabnyabelum dewasa
4. Apabila waliagrabnyagila

5. Apabila waliagrabnyabisu/tulf®

Selain itu, wali dapat pula dibedakan kepada waljbm dan

tidak mujbir.

29 Tihami, Fikih Munakahat ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet.
ke-1, h. 96

% |pid, h. 97
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a) Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak merkiaah
perempuan yang diwalikan tanpa menanyakan (mita) iz
pendapat mereka lebih dahulu dan berlaku juga drvagig yang
diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihakgy berada di
bawah perwaliannya. Adapun orang-orang yang tengottalam

wali mujbir adalah ayah dan kakek

Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan
kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orangelets
kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat mdaiki
kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Dngiag itu, ia
belum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui

kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Para ulama yang membolehkan wali mujbir
menikahkan tanpa meminta izin lebih dahulu kepadbnc
mempelai perempuan, tetapi harus memenuhi perayarat

sebagai berikut :

1. Tidak ada unsur permusuhan diantara wali mujbir gizais

tersebut.

2. Wali harus memilih jodoh (sekufu) dengan wanita gyan

dikawinkan.

31 DjamaanFigih Munakahat (Semarang : Dina Utama, 1993), Cet. ke-1, h. 69
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3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat

dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, anakk
sebagai wali mujbir gugur. Wali mujbir disini bukadiartikan

sebagai paksaan, tetapi lebih cocok diartikan depgagarahaf.

b) Wali tidak mujbir adalah seorang wali yang tidak nmpeinyai
kekuasaan memaksa atau wali bfasAdapun yang termasuk atau

tergolong wali yang tidak mujbir adalah sebagaikogr.
1. Wali selain ayah, kakek dan terus keatas

2. Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudahg ba#n

mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

3. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya hgelas baik

secara lisan ataupun tulisan.

4. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukemgdn

diant*,

32 |bid, h. 102

33 SoemiyatiHukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
(Yogyakarta : Liberty, 1986), h. 46

* Tihami, Fikih Munakahat ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008),Kget., h.
102
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b. Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh Pertadrikhusus
untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wisknbagi wanita
yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akanikaénitu berselisih

paham dengan walinya tentang calon pengantin i3l

Apabila pemberian izin tidak ada maka perwalianpinetah
kepada sultan (kepala Negara) atau orang yangi dibasa oleh kepala
Negara. Jadi wali hakim adalah wali yashgunjuk dan diberi kuasa oleh
kepala Negari. Selain itu wali hakim juga diartikan sebagai waikah

dari hakim atau gath.

Rasulullah Saw bersabda :

Artinya : Penguasa adalah wali bagi orang yangtidampunyai

wali. (HR. Abu Daud$®

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwai Wwakim

adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pemierikibaisus untuk

*> Mohd. Idris RamulyoHukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan Agama dan dan Zakat Menurut Hukum Isl@rakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet.
ke-1, h.3

%% |bid. h. 48

*” Tihami, Fikih Munakahat ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008),Kget., h.
97

3 Musthafa Dib al-BughaEikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam
Madzhab Syafii(Solo : Media Zikir, 2010), Cet. ke-1, h. 353
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mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikadi Wanita yang tidak
mempunyai atau bagi wanita yang walinya berselmham di antara

walinya, maka yang menjadi wali perempuan tersabtatah hakim.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adakmerintah,
Khalifah (pemimpin), penguasa atau gadi nikah ydigeri wewenang
dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang&lehakim. Apabila
tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim ddagkat oleh orang-

orang yang terkemuka dari daerah tersebut atag-anamg yang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebualdkikah jika

dalam kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Tidak ada wali nasab

2. Tidak cukup syarat-syarat pada waljrab (dekat) atau walab’ad

(jauh)

3. Wali agrab (dekat) ghaib (jauh) atau pergi dalam perjalanan sejauh

lebih kurang 92,5 km atau dua hari perjalanan

4. Wali agrab(dekat) di penjara dan tidak bisa ditemui

5. Wali agrab (dekat)'adhal

6. Wali agrab (dekat) berbelit-belit (mempersulit)

7. Wali agrab (dekat) sedang ihram

8. Wali agrabnyasendiri yang akan menikah
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9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewdan wali

muijbir tidak adZ’.

Di Indonesia kepala Negara adalah Presiden telahbme kuasa
pada pembantunya yaitu Menteri Agama yang jugdn telamberi kuasa
pada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebaghkihakim. Jadi
hakim di sini bukan berarti hakim dari pengadilaMeskipun
dimungkinkan juga hakim pengadilan (dalam hal iengadilan Agama)
dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia meoiple kuasa dari
Kepala Negara. Dengan kata lain orang-orang yargptdaertindak

sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkarabpdndandf.

98

* Tihami, Fikih Munakahat ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008),Kget, h.

** Mohd. Idris RamulyoHukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara

Peradilan Agama dan dan Zakat Menurut Hukum Isl@lakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet.
ke-1, h. 48
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BAB |1

TINJAUAN UMUM
TENTANG WALI NIKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam istilah figih disebut wilayah yabegrarti penguasa
dan perlindungah Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung,
penolong atau pengudsaBeberapa pengertian wali diantaranya adalah

sebagai berikut :

a. Djamaan dalam bukunya yaitu Figih Munakahat ia raeign wali
adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadidaahtidaklah sah

nikah tanpa adanya wali

b. Sayid Sabiq juga mendefenisikan wali adalah suaterituan hukum yang

dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dendanghukumny

c. Wali adalah orang yang diberi kekuasaan dalam pgigerwalian yang
diberikan oleh agama untuk menguasai dan melindurgng atau

barang.

' SoemiyatiHukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
(Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 41

2 Tihami, Fikih Munakahat (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008),kget, h.
89

® DjamaanFigih Munakahat (Semarang : Dina Utama, 1993), Cet. ke-1, h. 65

* Sayid SabigFigih SunnaiBandung : PT. Al Ma’arif, 1987), Cet. ke-5, h. 11
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Dari beberapa defenisi wali tersebut, maka dapatlfge simpulkan
bahwa wali adalah orang yang diberi kekuasaan dafenguasai sesuatu

yang sedang diwalinya yaitu sebagai wali nikah dikuasakan padanya.

Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun atihgrus ada

dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinamggjap tidak sah

Adanya wali bagi seorang wanita atau seorang yatak tmukalaf
dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikalelats Dasar hukum
adanya wali ini dalam pernikahan sebagaimana yardgpat dalam firman

Allah dalam surat al-Bagarah ayat 232 yaitu :

- 2 e - z : a -

sl (i [ 3 Bl 520331 5 5eCg o G p Lk G

Artinya : “... Maka janganlah kamu (para wali) menigiga mereka
(wanita-wanita dibawah perwaliannya) kawin dengakab
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di anteaeeka

dengan cara yang ma’ruf ..."(al-Baqgarah : 232)

Larangan dalam ayat di atas ditunjukkan kepada paa sesuai
dengan sebab diturunnya ayat tersebut. Maksudaglatitersebut adalah para

wali termasuk di antara orang-orang yang dapat maaggi berlangsungnya

® Kamal Mukhtar Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawjr{dakarta : Bulan
Bintang, 1993), Cet. ke-3, h. 92

® SoemiyatiHukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
(Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 42

" Depag. Rlal-Qur'an dan Terjemahanny4 Semarang : PT. Karya Toha Putra,
1996), Cet. Ke-3, h. 29
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suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu ditedsan tanpa meminta izin

kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuantkan agama.
. Dasar Hukum

Salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam melaggsm ikatan
pernikahan itu adalah tepenuhinya wali nikah, yatang yang bertindak
menikahkan perempuan tersebut dengan seorangalakisebagai calon
suaminyd Ketentuan ini didasarkan kepada hadits Nabi saangy

diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dari Aisyah Raglalla Saw bersabda :

dq; Lﬁ&\.ﬁ:j L;JJ'.‘Y‘ C\S&Y
Artinya : “Tidak ada nikah kecuali dengan wali ddima orang saksi

yang adif

Menurut Imam Syafi'i bahwa wanita tidak sah menjadali.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Sabda Nabi Samwabaali itu seorang
laki-laki bukan seorang wanita. Dan tidaklah wanitawali untuk selama-

lamanya bagi wanita laih

Hal ini beralasan dengan hadits Nabi yang berbunyi

® Abdurahman Al-JazarKitab al- Fiah Ala Mazaib al-Aaraba’ahlus Ill, (Bairut :
Darul Al-Fikri Arabi, 1986), h. 12

° Abdullah bin Abdurrahman Al Bassa®yarah Bulughul Maram(Jakarta : Pustaka
Azzam, 2006), Cet. ke-1, Jilid 5, h. 311

' Imam Asy Syafi'i, Teriemahan Kitab al Umn{Kuala Lumpur : Victory Agencie,
1982), Jilid 7, h. 168
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Aujds‘;mﬂl\dju‘)dﬁ d@ﬂc&“‘@a‘)};ﬁﬁ@&
\.@.ué.'\'éi).d\ C}YJ Bi‘).d\ Bi‘).d\ C‘g‘ﬂy
Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. la berkata : Ragildh saw bersabda :

Janganlah seorang wanita menikahkan seorang wdaita

janganlah seorang wanita menikahkan dirinya”
C. Rukun dan Syarat-syarat menjadi wali

Akad pernikahan tidak sah kecuali rukun dan sygeatarpenuhi yaitu
wali*2 Adapun syarat-syarat seorang wali adalah Islaslighy berakal,

merdeka, laki-laki dan adil.

Namun pernikahan yang dilakukan oleh wanita kadiak diperlukan
walinya orang Islam. Pernikahan budak wanita judaktdiperlukan seorang
majikan yang adil. Wali paling utama adalah ayadabéla ayah berhalangan,
maka yang menjadi wali adalah kakek. Mengenai pestgn orang yang

menjadi wali dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akad pernikahan tidak sah kecuali jika ada wali diaia orang saksi

yang adil. Adapun yang menjadi dasarnya Sabda &R&dulSaw :

* Abdullah bin Abdurrahman Al Bassa@yarah Bulughul Maram(Jakarta :
Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, Jilid 5, h. 321

2 Musthafa Dib al-Bughaikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam
Madzhab Syafii(Solo : Media Zikir, 2010), Cet. Ke-1, h. 351
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b sed lld ye

Artinya : Tidak sah pernikahan kecuali dengan wialn dua orang
saksi yang adil. Pernikahan apa saja yang tidadctdishal

ini, maka batil (HR. Ibnu Hibbah}

2. Islam merupakan salah satu syarat wali dalam peanaik. Hal tersebut
berlandaskan al Qur'an yang terdapat dalam surdbabah ayat 71

yang berbunyi :
- ’L’le p—gran Eaiabally sl
Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki demita, sebagian
mereka (adalah) menjadi wali bagi sebagian yamj*lai

Persaksian adalah perwalian. Dengan demikian, ksesa non

muslim kepada seorang muslim tidak diterima.

3. Adil merupakan salah satu syarat wali dalam peh@ka Dasarnya

adalah sabda Rasulullah Saw :

Artinya : Tidak sah pernikahan kecuali dengan walig berakal dan

dua orang saksi yang adil. (HR. Imam Syaf?'i)

13 i
Ibid
“ Depag. Rlal-Qur'an dan Terjemahanny4 Semarang : PT. Karya Toha Putra,
1996), Cet. ke-3, h. 158
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4. Penguasa boleh menjadi wali dalam pernikahan jikakpkeluarga yang

menjadi 'ashabah dalam hal waris tidak ada. Dassalpda Rasulullah saw :

Artinya : Penguasa adalah wali bagi orang yangktideempunyai

wali. (HR. Abu Dawud®

Mengenai orang-orang yang boleh menjadi wali idaki ada nash
yang menerangkan urutan wali-wali dengan jelas, anddri itu para abhli
berbada pendapat dalam menetapkan urutan paraseslai dengan dasar-
dasar yang mereka gunakan. Tetapi kebanyakan utemmendapat bahwa

orang-orang yang berhak menjadi wali ialah :

1. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garidaki-
2. Saudara laki-laki kandung dan seayah.

3. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.

4. Paman sekandung atau seayah.

5. Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah.
6. Sultan (penguasa) sebagai wali hakim.

7. Wali yang diangkat oleh mempelai peremptian

> Musthafa Dib al-Bugharikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam
Madzhab Syafiji(Solo : Media Zikir, 2010), Cet. Ke-1, h. 353

' Ibid
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Mengenai wali nikah ini telah dijelaskan baik daldigqih maupun

perundang-undangan diantaranya sebagai berikut :
1. Wali Menurut Syafi’i

Menurut Imam Syafi'i dan juga dikatakan oleh Uman Khaththab
bertitik tolak pada Hadits Rasulullah Saw berasalki Ibnu Abbas yang
artinya : “Barangsiapa di antara perempuan yanghdengan tidak seizin

walinya, nikahnya itu bataf®,

Dalam Hadits Rasulullah tersebut terlihat bahwaasep perempuan
yang hendak menikah disyaratkan harus ada wakstboéanpa wali, maka
nikah itu batal menurut Hukum Islam atau bisa dikah nikahnya tidak

sah.

Imam Syafi'i menjelaskan antara perawan denganaandngenai
wali dalam dua perkara. Salah satu keduanya adataéngenai izin
perawan dan janda. Untuk menyetujui izin seorarrgwan adalah diam.
Sedangkan janda izinnya adalah berbicara. Mengags ¢gdak dimintai
izin dahulu sedangkan janda harus ada izin dariDyearenakan seorang
gadis masih berada di bawah perlindungan wali yaytahnya sendiri.

Sedangkan janda, wali tidak berhak melarangnyailapdki-laki yang

' Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
(Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 45

'8 Imam Asy Syafi'i, Terjemahan Kitab al-Umn{Kuala Lumpur : Victory agencie,
1984), t.c, Jilid 8, h. 191
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dipilihnya sekufu. Dan apabila wali menjodohkanraeg janda dengan
laki-laki yang tidak sekufu, maka wali tidak berhia&gi seorang janda

Apabila seorang perempuan melakukan akad nikahasesgorang laki-
laki yang sekufu dengan mahar mitsilnya (sepadargka pernikahan

tersebut dibolehkan walaupun tidak dikawinkan aleti°.
2. Wali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tegt@erkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentamkapenan,
akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwkdal kepada pegawai

pencatat nikah di anggap memenuhi syarat

a. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Penii#tah, yang
mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihaditeh dua orang

saksi.

b. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuaatal, maka kedua
calon pengantin atau walinya harus memberitahulegada Pegawai

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal caleemi isteri.

Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3ntalfir5

tersebut diatur lagi sebagai berikut :

¥ Imam Asy Syafi'i, Teriemahan Kitab al Umn{Kuala Lumpur : Victory Agencie,
1984), Jilid 8, h. 184

**Imam Asy Syafi'i,ibid, h. 191

2L M. Idris RamulyoHukum Perkawinan IslanfJakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet.
ke-1, h. 222
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1. Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nika&ing sendiri

menghadap PPN.

2. Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir padgaktu akad
nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat tkarakoleh

orang lain.

Sedangkan wali menurut Peraturan Menteri Agama No&o
tahun 1975 ini dapat Kkita lihat dari pasal 6 Umgtandang No 1

tahun 1974, tentang perkawinan yang mengatur sebaghkut :

a. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang mbelu
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus apeidazin dari

kedua orang tua (pasal 6 ayat’2)

b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yahah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu aten
kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ikuguiperoleh
dari orang tua yang masih hidup atau dari orangy&uny mampu

menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).

c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dursa atalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka iz
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atawdeja yang

mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatésma

2 Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang Kewagganaan (Bandung :
Permana, 2007), Cet. ke-1, h. 219
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mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat meaypatak

kehendaknya.

Mengenai wali yang dimaksud dari pasal 25 Peraturan
Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tidak dijelaskapakah
orang tua calon mempelai (Bapak atau Ibu) ataukalngolain
yang memelihara anak yang menikah itu karena otaagya
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu aten
kehendaknya. Demikian juga dalam pasal 6 Undangsmd
Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan apabila seseorang yamikah
belum mencapai 21 tahun, harus minta izin kepadsagrtua.
Apabila orang tua tidak ada atau meninggal, makatamizin

kepada walinya yaitu orang yang mengasufthya

Sedangkan menurut hukum Islam. Wali nikah itu ddakapak
atau kakek apabila bapaknya tidak ada atau bedeataiKarena kedu-
duanya merupakan wali nikah yang mujbir (memakga]j yang
menjadi wali disini adalah salah seorang dari orug yaitu ayah
bukan kedua orang tua. Oleh karena itu dapat di&atabahwa
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawibhahwa
wali adalah izin dari orang tua itupun bila caloempelai baik laki-

laki maupun perempuan yang belum dewasa (di badahatin) bila

M. Idris RamulyoHukum Perkawinan IslanfJakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet.
ke-1, h. 223
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telah dewasa 21 (dua puluh satu) tahun ke atak kidsp diperlukan
izin dari orang tua. Tidak diperlukan izin di simaksudnya adalah
apabila seseorang dewasa melangsungkan pernikatiag tydak

menimbulkan kemudaratan atau yang tidak terlarang.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpuld@hwa
munurut Syafi'i wali merupakan syarat sahnya nikdan apabila
wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya batalalbabataf*.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahunli@iak, jelas
mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkaru®ada izin orang
tua bagi yang menikah apabila calon pengantin bddenumur 21
(dua puluh satu) tahun. lIzin di sini dimaksudkanbetem
melangsungkan akad nikah harus mita izin kepadagotaa dan

harus ada surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menurut penulis sependapat dengan Imam Syafi'wWaavali
nikah disini merupakan syarat sahnya dalam suatnikadan. Hal
tersebut dikarenakan pada umumnya di Indonesia magya umat

Islam menganut paham Imam Syafi’i.

D. Macam-macam wali

** Imam Asy Syafi'i, Terjemahan Kitab al-Ump{Kuala Lumpur : Victory Agencie,
1982), tc, Jilid 7, h. 148
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a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungaabndengan

wanita yang akan melangsungkan pernik&han

Berdasarkan pengelompokannya, maka wali nasabtenagi

menjadi empat kelompok :

1. Kerabat laki-laki dari garis lurus ke atas, yaiyjala, kakek dari pihak

ayah dan seterusnya.

2. Kerabat saudara laki-laki kandung atau saudaraldéikiseayah dan

keturunan anak laki-laki mereka.

3. Kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung agaudara laki-laki

seayah, dan keturunan anak laki-laki mereka.

4. Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-Edayah kakek dan

keturunan anak laki-laki mere®a

Wali nasab ini dikenal juga dengan sebutan \agliab (dekat) dan

wali ab’ad (jauh).

% Tihami, Fikih Munakahat ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet.
ke-1, h. 95

%6 M. Idris RamulyoHukum PerkawinarKewarisan, Acara Peradilan Agama
dan Zakat Menurut Hukum Islarfilakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet. ke-1, h. 74
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a. Wali agrab adalah wali yang dekat hubungannya dengan
perempuan yang akan menikah seperti ayah, kakeksdudara

laki-laki kandung.

b. Wali ab’ad yaitu wali yang jauh hubungannya dari calon
perempuan yang akan menikah dan diutamakan sepexti laki-
laki sampai kebawah, ayah sampai keatas, saudadaysa laki-
laki seayah seibu, saudara seayah, anak lelakisdadara lelaki

seayah kemudian kakek dari pihak ayah terus Keatas

Adapun penyebab berpindahnya waajrab kepada walab’ad

adalah sebagai berikut :

1. Apabila waliagrabnyanonmuslim

2. Apabila waliagrabnyafasik

3. Apabila waliagrabnyabelum dewasa
4. Apabila waliagrabnyagila

5. Apabila waliagrabnyabisu/tul?®

Selain itu, wali dapat pula dibedakan kepada waljbm dan

tidak mujbir.

" Tihami, Fikih Munakahat ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet.
ke-1, h. 96

28 |pid, h. 97
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a) Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak merkiaah
perempuan yang diwalikan tanpa menanyakan (mita) iz
pendapat mereka lebih dahulu dan berlaku juga drvagig yang
diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihakgy berada di
bawah perwaliannya. Adapun orang-orang yang tengottalam

wali mujbir adalah ayah dan kalék

Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan
kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orangelets
kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat mdaiki
kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Dngiag itu, ia
belum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui

kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Para ulama yang membolehkan wali mujbir
menikahkan tanpa meminta izin lebih dahulu kepadbnc
mempelai perempuan, tetapi harus memenuhi perayarat

sebagai berikut :

1. Tidak ada unsur permusuhan diantara wali mujbir gizais

tersebut.

2. Wali harus memilih jodoh (sekufu) dengan wanita gyan

dikawinkan.

%9 DjamaanFigih Munakahat (Semarang : Dina Utama, 1993), Cet. ke-1, h. 69
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3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat

dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, anakk
sebagai wali mujbir gugur. Wali mujbir disini bukadiartikan

sebagai paksaan, tetapi lebih cocok diartikan depgagarahafi.

b) Wali tidak mujbir adalah seorang wali yang tidak nmpeinyai
kekuasaan memaksa atau wali btasAdapun yang termasuk atau

tergolong wali yang tidak mujbir adalah sebagaikogr.
1. Wali selain ayah, kakek dan terus keatas

2. Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudahg ba#n

mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

3. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya hgelas baik

secara lisan ataupun tulisan.

4. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukemgdn

diant?.

% bid, h. 102

31 SoemiyatiHukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
(Yogyakarta : Liberty, 1986), h. 46

*2 Tihami, Fikih Munakahat ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008),Kget., h.
102
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b. Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh Pertadrikhusus
untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wiskbnbagi wanita
yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akanikaénitu berselisih

paham dengan walinya tentang calon pengantin i3]

Apabila pemberian izin tidak ada maka perwalianpinetah
kepada sultan (kepala Negara) atau orang yangi dibasa oleh kepala
Negara. Jadi wali hakim adalah wali yashgunjuk dan diberi kuasa oleh
kepala Negard. Selain itu wali hakim juga diartikan sebagai waikah

dari hakim atau gath.

Rasulullah Saw bersabda :

Artinya : Penguasa adalah wali bagi orang yangtidampunyai

wali. (HR. Abu Daud

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwai Wwakim

adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pemierikibaisus untuk

** Mohd. Idris RamulyoHukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan Agama dan dan Zakat Menurut Hukum Isl@rakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet.
ke-1, h.3

34 Ibid. h. 48

* Tihami, Fikih Munakahat ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008),Kget., h.
97

% Musthafa Dib al-BughaEikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam
Madzhab Syafii(Solo : Media Zikir, 2010), Cet. ke-1, h. 353
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mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikadi Wanita yang tidak
mempunyai atau bagi wanita yang walinya berselmham di antara

walinya, maka yang menjadi wali perempuan tersabtatah hakim.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adakmerintah,
Khalifah (pemimpin), penguasa atau gadi nikah ydigeri wewenang
dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang&lehakim. Apabila
tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim ddagkat oleh orang-

orang yang terkemuka dari daerah tersebut atag-anamg yang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebualdkikah jika

dalam kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Tidak ada wali nasab

2. Tidak cukup syarat-syarat pada waljrab (dekat) atau walab’ad

(jauh)

3. Wali agrab (dekat) ghaib (jauh) atau pergi dalam perjalanan sejauh

lebih kurang 92,5 km atau dua hari perjalanan

4. Wali agrab(dekat) di penjara dan tidak bisa ditemui

5. Wali agrab (dekat)'adhal

6. Wali agrab (dekat) berbelit-belit (mempersulit)

7. Wali agrab (dekat) sedang ihram

8. Wali agrabnyasendiri yang akan menikah
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9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewdan wali

muijbir tidak ad#’.

Di Indonesia kepala Negara adalah Presiden telahbme kuasa
pada pembantunya yaitu Menteri Agama yang jugdn telamberi kuasa
pada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebaghkihakim. Jadi
hakim di sini bukan berarti hakim dari pengadilaMeskipun
dimungkinkan juga hakim pengadilan (dalam hal iengadilan Agama)
dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia meoiple kuasa dari
Kepala Negara. Dengan kata lain orang-orang yargptdaertindak

sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkarabpdndantf.

98

*” Tihami, Fikih Munakahat ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008),Kget, h.

** Mohd. Idris RamulyoHukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara

Peradilan Agama dan dan Zakat Menurut Hukum Isl@lakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet.
ke-1, h. 48
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BAB IV

PENDAPAT IMAM SYAFI'l TERHADAP AKAD NIKAH
DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK

A. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Akad Nikah Dengan Wali

yang Tidak Berhak di Kecamatan Midai

Terjadinya praktek pernikahan dengan wali yangktidarhak yaitu
Imam Masjid dengan Inisial Pak Mahmud di Kecamatéidai Kabupaten
Natuna ini sudah berjalan sejak tahun 2007 hinggarang, meskipun sudah
berkurang orang yang menikah dengan Imam Masjidk (Reahmud).
Kebanyakan yang melakukan pernikahan yang dinikalsiekaligus menjadi
wali dalam pelaksanaan pernikahan ini adalah pardudar Kawasan
Kecamatan Midai salah satunya adalah orang-oramg Kddimantan. Di
daerah Midai ini sangat terkenal dengan penghas$ileimgkeh dan biasanya
mereka (pendatang) datang di Kecamatan Midai padainm Cengkeh
bersama rombongan dengan alasan mencari pekerjsamad Namun,

kebanyakan disitulah mereka menemukan jodoh baggkae

Adapun faktor-faktor terjadinya akad nikah dengaaliwang tidak
berhak dikarenakan peryaratannya tidak lengkapgpifaékonomi, selain itu
juga disebabkan karena tidak tahu atau kurang mamahukum Islam

khususnya tentang pernikahan.



43

1. Faktor Ekonomi

Pernikahan yang dilakukan dengan jalan pintas yaiaikah
dihadapan Pak Makmud dikarenakan pasangan yatigatedialam kasus
ini perekonomiannya tergolong menengah kebawahinggh mereka
tidak bisa memenuhi prsyaratan sebagaimana yarngkberAlasan para
pasangan yang menikah dihadapan Pak Mahmud bahwekanmerasa
urusan tidak dipersulit sebagaimana yang dilaksamak KUA. Selain

berurusan mudah dan biayanya tidak ditentukan.

2. Peryaratan Tidak Lengkap

Kebanyakan para korban yang melangsungkan permkaha
dengan Pak Mahmud disebabkan para korban merasaakat dengan
Peraturan Pemerintah (PP) yang diwajibkan olehaatiwarus memiliki
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (K€jempat bagi
orang yang ingin menikah. Sehingga setiap orang yagin menikah,
terlebih dahulu harus mengurus Kartu Tanda Pendudak Kartu

Keluarga dari Kecamatan Midai.

Karena para korban merasa keberatan dengan peesygeng
diminta, akhirnya mereka mencari jalan pintas umhgfangsungkan akad
nikah tanpa memberatkan baginya. Karena pasangaebteg datang
kepada Pak Mahmud dan meminta untuk dinikahkan. Batelah

mendengar alasan-alasan dari pasangan tersebemakizlak sampai hati
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akhirnya Pak Mahmud menikahkan pasangan terselutmdsurut Pak

Mahmud ia menikahkan sesusai dengan ajaran‘Nabi

. Tidak Tahu

Faktor yang dimaksud di sini adalah para pendafarasyarakat
luar) Kecamatan Midai, datang ingin menikah damakidnengetahui
bahwa Pak Mahmud tersebut orang yang diutus dar\ Ktau bukan.
Mereka hanya mengetahui bahwa Pak Mahmud orang \aeg
menikahkan orang. Terjadinya hal tersebut disebahlga karena kurang

paham dalam hukum Islam khususnya mengenai pearkah

Untuk mengetahui mengapa para korban banyak memiihikah
dihadapan Pak Mahmud dan tanggapan respon korlmdange faktor
mengapa mereka lebih memilih untuk melaksanakanikzdran dengan
wali yang tidak berhak baginya dibandingkan dendgarKUA secara

resmi. Dapat di lihat pada tabel berikut :

! pak Mahmud (Pelakuyyawancara Midai, 6 Juni 2010
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TABEL X

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP
FAKTOR PARA PASANGAN YANG MELANGSUNGKAN
PERNIKAHAN DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK

No Jawaban Responden Jumlah Persentase
1 Faktor ekonomi 4 Pasang 57,14 %

2 Tidak memiliki persyaratan yang lengkap 2 Pasan@8,57 %

3 | Tidak tahu 1 Pasang 14,29 %
Jumlah 7 Pasang 100 %

Sumber Data : Penelitian Lapangan 2010

Dari keterangan responden di atas dapat dikatakémvd mengapa
para korban memilih untuk menikah di hadapan ImaasjM, dikarenakan
mereka tidak bisa memenuhi persyaratan sebagaiyaargasudah ditentukan
oleh undang-undang. Hal tersebut juga bisa tergilarenakan faktor
perekonomian yang melemah. Mereka dituntut harusniiké Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) setempatsiHtersebut dapat
dilihat dari hasil wawancara penulis dengan pasangmg terlibat dalam
pernikahan tersebut. Pasangan ini merasa kebeatatagan syarat yang telah

di atur oleh undang-undang pemerintah yang berlaku.

Seperti kasus yang dialami oleh Hamdani yang trlidalam
pernikahan tersebut ia bekerja sebagai nelayan etialkatan Midai. la
mengatakan “ Saya sudah mengetahui bahwa Pak Malohldh seorang
Imam Masjid dan ia tidak mempunyai wewenang untwnikahkan. Tapi,

saya lakukan juga. Karena prosedur yang berlakdUh sangat rumit bagi
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saya. Sementara perekonomian tidak memadai. DeRgrMahmud uruan
mudah. Selain itu ia juga dikenal sebagai oranggyhisa menikahkan

orang®.

Marzuki adalah salah seorang yang menikah dihadep&riviahmud,
ia mengatakan bahwa “Selain berurusan masalah @&irag yang harus
dilengkapi, seperti KTP, KK setempat dan dikenakaaya pernikahan
sebagaimana yang telah ditentukan dan bagi saya pang ditetapkan oleh

KUA untuk melakukan akad nikah, termasuk mahal”

Menurut keterangan dari Desi Herianti salah satb&o yang menikah
dihadapan Pak Mahmud, ia mengatakan “biaya akahrdkKUA sebesar Rp
350, belum termasuk biaya untuk mengurus surat-yareg dianggap perlu.

Sedangkan dengan Pak Mahmud tidak ditentukan jurpéah

Dengan terjadinya kasus pernikahan ini, terkadaaga smerasa
menyesal. Karena sebagian masyarakat mengucilkéuarga saya. Hal
tersebut membuat saya merasa diasingkan. Namungiaebada yang

mengerti dengan alasan yang saya lakukan ini kdagmar ekonondi.

Pada tanggal 4 Juni 2010, penulis mengamati datiskgang terjadi di
Kecamatan Midai yaitu mengenai pernikahan dengdnyaag tidak berhak.

Kehidupan bagi pasangan Desi Heriani dan Kusnadj &rtempat tinggal di

2 Hamdani, (Nelayan)yawancaraMidai, 5 Juni 2010
* Marzuki (Nelayan)wawancaraMidai, 4 Juni Midai 2010

* Desi Herianti (Ibu Rumah Tangga), 4 Juni Midai 2010
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desa Batu Belanak. Mereka sering diasingkan olebyamakat setampat.
Masyarakat memperlakukan demikian, dikarenakan arakgt merasa

mereka telah melakukan kesalahan besar bagi masyaetempat

Menurut analisa penulis, terjadinya korban yang ikegndengan Pak
Mahmud dikarenakan korban merasa kesulitan dalagalaseurusan untuk
menikah. Dan para korban tidak mau mengurus adirasissebagaimana
yang telah ditetapkan di Kantor Urusan Agama. Sgfanmereka mencari
jalan pintas yaitu mereka menikah diluar ketentmakum. Menurut penulis,
alasan Pak Mahmud mau menikahkan para korban dideae ia kasian
dengan korban yang tidak bisa menikah tersebutamurut Pak Mahmud ia
menikahkan orang sudah berdasarkan syari’at Iskamydhsaja tidak tercatat

seperti pernikahan yang dilakukan di KUA.

Untuk mengetahui paham tidaknya para korban memngs@aaat dan

rukun dalam pernikahan dapat dilihat tabel seblgakut :

® Observasi4 Juni Midai 2010
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TABEL Xl

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PAHAM TIDAKNYA
MENGENAI SYARAT DAN RUKUN NIKAH DALAM ISLAM

No Jawaban Responden Jumlah Persentase
1 Paham 2 pasang 28,57 %
2 Kurang paham 3 pasang 42,86 %
3 | Tidak paham 2 pasang 28,57 %
Jumlah 7 pasang 100 %

Sumber Data : Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwaakgakan yang
menikah dihadapan Pak Mahmud yang masih kurang engéngengenai
syarat dan rukun dalam pernikahan. Hal tersebuttddipuktikan dari 7
pasang responden yaitu sebanyak 2 pasang yang talesrygpaham (28,57
%), yang menyatakan masih kurang paham sebanyakehg (42,86 %), dan
yang menyatakan tidak pahan ada 2 pasang (28,5D&#)hasil wawancara
penulis dengan responden dapat disimpulkan bahwayorntas pasangan
yang terlibat dalam pernikahan yang dilakukan Pahiud adalah karena
disebabkan pasangan tersebut kurang memahami hisdam khususnya

tentang pernikahan.

. Respon Masyarakat dan Para Ulama Serta TindakaPemerintah

Menurut keterangan dari Pak Syafi'i salah satu hokoasyarakat
Kecamatan Midai, bahwa Pak Mahmud ini masih kurgpagam tentang
pelaksanaan pernikahan sebagaimana yang dilakuk&WJA dan syari’at

Islam. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkdtaftakta yang dipraktek
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oleh Pak Mahmud yaitu beliau menikahkan pasanglm caempelai tanpa
sepengetahuan orang tua atau wali nasab. Semeotarsy tua calon

mempelai masih ada dan sanggup.

Selain itu, didaerah Kecamatan Midai sudah ada &gabyang
berwenang yaitu KUA yang berhak menjadi wali hakimtuk menikahkan
bagi orang yang tidak mempunyai wali. Sedangkan Makmud bukanlah

utusan dari pihak yang berwenéng

Meskipun ada kasus tersebut ada sebagian masydidddatmerasa
terganggu bahkan seperti tidak terjadinya sesu&tena hal tersebut tidak
mengusik ketentraman bagi masyarakat setempat.agipglang menikah
adalah bukan penduduk asli, tetapi kebanyakan eseanty yang datang dari

daerah Kalimantdn

Namun ada juga masyarakat Kecamatan Midai yangnpaietang
hukum Islam khususnya tentang pernikahan. DarikpP@merintah maupun
masyarakat setempat sangat merasa resah dengam gulaktek pernikahan
dengan wali yang tidak seharusnya yang berwenabpagsae wali hakim. la
mengatakan “ sebelumnya saya sudah mendengar hentang praktek
pernikahan yang dilakukan oleh Pak Mahmud, karaya §dak menemukan
bukti yang jelas maka saya belum bisa bertindalirlya saya melaporkan

ke kantor polisi setelah saya menerima salah satjelasan dari sang korban.

® Musa Abdullah (Tokoh Masyarakatyawancara Midai, 10 Juni 2010

" Nurdin ( Guru SLTP)wawancara Midai, 2 Juni 2010
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Karena nasehat yang tidak disertai dengan sanksgjgai sekarang masih
dilakukan Pak Mahmud meskipun tidak sebanyak yahg' E. Terjadinya
kasus ini, Pak Mahmud pernah di proses oleh pilegiolisian. la tidak diberi
sanksi dari pihak kepolisian, tetapi diberi periaga Karena didaerah ini sifat
kekeluargaannya masih kuat. Jadi untuk menindakiamgl seperti ini sangat

rumit®.

Berdasarkan pernyataan di atas, menurut analisdipéahwa dengan
adanya praktek pernikahan tersebut masyarakat &hyaupenduduk asli
Midai bagi yang mengerti tentang hukum yaitu tegtgernikahan sangat
mengganggu ketentaraman dan ketenangan masyadraaersebut terbukti
dengan nasehat yang pemerintah setempat lakukaa pa#t Mahmud

tersebut.

Selain itu para Ulama setempat juga tidak setujugde diadakan
praktek pernikahan tesebut. Karena zaman sekanaghghszaman modern
artinya disetiap masing-masing daerah sudah dketaprang yang berhak
atau berwenang dalam hal pernikahan, yaitu terkegtulembaga seperti
KUA. Boleh hal seperti ini, dilakukan apabila diasw daerah tersebut tidak
ada lembaga seperti KUA dan orang tersebut tidalbaeangan orang. Orang

tersebut ditunjuk oleh masyarakat setempat ituisend

8 Sobirin (Kepala KUA)wawancara Midai,7 Juni 2010

® Sobirin (Kepala KUA)wawancara Midai, 7 Juni 2010
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Dengan terjadinya kasus ini, para ulama mengadaderyuluhan
terhadap masyarakan Kecamatan Midai dan pendatiiag Kecamatan
Midai) yang datang wajib lapor kepada®TDan dari pihak KUA juga sudah
memberikan peringatan, apabila ada warga setemelakokan kasus yang
sama, maka pihak KUA tidak melayani, apabila sinaiti akan menikah lagi

di KUA meskipun sudah memenuhi persyaratan

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Akad Nikah DengarwWali Yang Tidak

Berhak di Kecamatan Midai

Pernikahan yang dilakukan dengan cara-cara yaag fidsuai dengan
ketentuan syara’, maka pernikahan tersebut diangdak sah. Sebagaimana
kasus yang dipraktekkan oleh Pak Mahmud dengamgasgpasangan yang

terlibat dalam pernikahan tersebut yang terjatiebamatan Midai.

Masyarakat setempat baik itu masyarakat biasa, glarma maupun
pihak pemerintah setempat tidak setuju dengan kizawmtyya praktek tersebut.
Karena masyarakat setempat masih memiliki rasalkaigaan yang besar,
sehingga untuk menghentikan hal tersebut sangailait. Mereka berharap

dengan penelitian ini, agar bisa mengurangi pehaikaersebut.

Penulis sependapat dengan pendapat ulama ia miagabahwa
pernikahan yang dipraktekkan oleh Pak Mahmud testtak sah. Mengapa

demikian, dikarenakan wali nasab masih ada dan masghain itu, didaerah

® Musa Abdullah (Tokoh Masyarakatyawancara Midai, 10 Juni 2010

! Sobirin (Kepala KUA)wawancara Midai 7 Juni 2010
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tersebut sudah ada lembaga yaitu KUA yang bisa béahak menikahkan

bagi yang tidak mempunyai wali.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits rasutalah

o A Jguy JB 1 JB Al e uge (2 B 2 oo

Artinya : “ Dari Abu Burdah bin Abu Musa dari ayalanRasulullah
saw bersabda : Tidak ada nikah, selain dengan (i

Imam Ahmad¥?

Menurut Abdul Wahab khalaf segala perbuatan baangijap sah
apabila perbuatan itu telah sesuai dengan tuntgarii dan sesuai dengan
apa-apa yang disyari'atkannya, seperti jika telghtan rukun-rukunnya dan
telah sempurna syarat-syaratnya menurut syara’ npakbuatan itu telah
dihukumi benar oleh syar’i. Namun, apabila perbuatia tidak sesuai dengan
ketentuan yang telah digariskan syara’, seperttatydan rukunya terdapat

kecacatan maka perbuatan tersebut dihukumi batalsyar't>.

Di dalam Islam, seseorang yang akan melangsungiamnkphan dan
pernikahan tersebut akan dipertanggungjawabkan rassetakum demi

terciptanya keluarga yang baik dan juga bisa dypggungjawabkan diakhirat

12 Abdullah bin Abdurrahman al BassaSyarah Bulughul Maram(Jakarta : Pustaka
Azzam, 2006), Cet. ke-1, Jilid 5, h. 312

13 Abdul Wahab KhalafKaidah-Kaidah Hukum Islap{Bandung : Risalah, 1985),
Cet. ke-2, h. 160
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kelak. Oleh karena itu, ada dua hal yang wajibndjkapi seperti lengkapnya
syarat dan rukun nikah secara Islam dan melengidpinistrasi secara legal

menurut lembaga yang berwenang.

Sebagaimana yang penulis paparkan pada bab segaddbahwa
pernikahan itu baru bisa dianggap sah apabila penka tersebut sudah
terpenuhi rukun dan syaratnya salah satunya haarsya wali. Apabila tidak

terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap sdak

Salah satu syarat utama yang diperlukan untuk rapkah hukum
terhadap sesuatu hal yang terjadi adalah berdasates fakta-fakta yang
terjadi dilapangan. Berdasarkan besar kecilnya asndlan mudharat yang
timbul terhadap pristiwa, kejadian dan perbuateseteut. Sehingga dapat pula
diklasifikasikan mengenai hukumnya sah atau tidakatau termasuk wajib,
sunat, makruh, mubah dan haram. Hal tersebut sddehtukan masing-

masing hukumnya tergantung pula pada fakta-fakig yalah terjadi.

Khusus mengenai konteks terhadap penelitian imig yeerkaitan tentang
wali yaitu mengenai akad nikah yang dilakukan adebrang Imam Masijid
yang berkuasa atau berwenang sebagai wali hakimgddemelihat faktor

kejadiannya dan hal tersebut apakah pernikahanapggbhp sah atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis ketaloata dan fakta
terhadap pernikahan yang dilakukan seorang Imanjdrsebanyak 7 pasang
suami isteri yang pernikahannya dianggap tidak katena tidak memenuhi

syaratnya.
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Di dalam praktek pelaksanaan pernikahan terselolatk timemenuhi
syarat dan rukunnya, maka yang dilakukan 7 pasamagnisistri tersebut
merupakan pernikahan yang tidak sah. Hal terselaygatd dilihat atau
dikarenakan rukunya tidak lengkap seperti tidakngdavali, dan menunjukan
langsung Pak Mahmud yang menikahkan sekaligus mhiengli sebagai wali
hakim. Kejadian tersebut tidak diketahui oleh wadisab untuk pengganti

(sebagai wakilnya) dalam pernikahan tersebut.

Sedangkan Pak Mahmud bukanlah wali hakim, ia hadikanal
sebagai seorang Imam Masjid dan sebagian juga malmya seorang yang
bisa menikahkan orang. Sementara yang dimaksudhaiim menurut hadits
adalah sulthan yaitu seorang penguasa, pemimpimenm@ahan yang
mempunyai otoritas kekuasaan disebuah Negara a&@jakn Sebagaimana

yang dijelaskan dalam hadits sebagai berikut :

L@JAJYUA&}UMU‘;)JY\C\SAY
Artinya : “ Tidak sah menikah kecuali dengan mennakali, dan
sulthan adalah wali dari orang yang tidak mempunyai

wali" 4,

Selain itu, yang dimaksud dengan wali hakim di am@lah wali yang

sah dianggkat oleh pemerintah setempat sementari&amud sendiri tidak

* Muhammad Nashiruddin al-AlbarBhahih Sunan Ibnu MajaliJakarta : Pustaka
Azzam,2007), Cet. ke-1, Jilid 2, h. 180
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ada mendapat kewenangan untuk menikahkan orangPdenMahmud ini

tidak diangkat oleh siapapun.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dsshal pasal 1
poin b yang berbunyi “wali hakim adalah wali nikghng ditunjuk oleh
Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnyangy diberi hak dan

kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah

Meskipun di dalam perundang-undangan yang berlakindbnesia
bahwa Islam tidak mewajibkan pernikahan harus dicdi kantor pegawai
pencatat nikah, tetapi dalam undang-undang Negalanksia mewajibnya,
oleh karena itu menurut kaidah di atas diwajibkagi muslim yang menikah
untuk dicatat didepan pegawai pencatat nikah. Karenadalah merupakan

peraturan yang berlaku dinegara Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islamgyterdapat
pada pasal 1 poin ¢ yang berbunyi : “ akad nikaddeddrangkaian ijab yang
diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan olebmppelai pria atau
wakilnya disaksikan oleh dua orang sak®i” Selain itu di dalam undang-

undang Republik Indonesia no 1 tahun 1974 tentankpgvinan yang terdapat

15 Kompilasi Hukum Islam(Bandung : Fokus Media, 2005), Cet. ke-1, h. 6

'®Ibid, h. 6
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pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : “ perkawinatadidsah, apabila menurut

hukum agamanya masing-masing dan kepercayaanria itu

Jadi dilihat dari fakta-fakta kejadian pada madyatraKecamatan
Midai menurut penulis dapat dikatakan bahwa prakpeknikahan yang
dilakukan oleh Pak Mahmud tersebut tidak sah selagea yang terdapat
dalam hadits bahwa tidak sah menikah kecuali demgeamakai wali, dan

sulthan adalah wali dari orang yang tidak mempuwmwgi.

Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akia@h™®.
Sebagian fugaha menamakannya sebagai rukun nikdlangkan sebagian
yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah.aPanhthi adalah pendapat
sebagian ulama. Mereka beralasan dengan dalil éaiQdan Hadits sebagai
berikut :

5335 oS of BAsln W6 53l il sl aalh 9

Ssally i b ]

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lda habis
iddahnya, maka janganlah kamu para wali
menghalangi mereka (para isteri) kawin lagi dengan
bekas suaminya apabila telah dapat kerelaan dsantar
mereka dengan cara yang ma’ruf.” ( Q.S. al Bagarah
232)"°,

" Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang Kewaegaraan (Bandung :
Permana, 2007), Cet. ke-1, h. 218

'® DjamaanFigih Munakahat (Semarang : Dina Utama), Cet. ke-1, h. 66

' Depag Rlal-Qur'an dan TerjemahannygSemarang : PT. Karya Toha Putra,
1996), Cet. ke-3, h. 29
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Ayat tersebut melarang wali menghalang-halangi rdtas
perkawinan kedua orang tersebut. Setelah Ma'gil deegar ayat
tersebut, maka ia berkata : Aku dengar dan aku fhalhan. Dia
memanggil orang tersebut dan berkata : Aku nikalgtegkau kepada dan

aku muliakan engkau (HR. Bukhari, Abu Daud dan Tidmi)*°.

Dari sebab-sebab turunnya ayat tersebut dapat pliditan bahwa
wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpali. Ayat ini
merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wddaga rukun atau

syarat sah nikh dan wanita tidak dapat menikalmyarsendiri.

Sabda Rasulullah :

Salla) by ade A e A Jguy JU Riile e
leli Lo Jia ol Jhllealks Loy o3 i @aSG
0o s Olalulld 1 paiul (b Lea b e clatulle gl

el sy

Artinya : “ Dari Aisyah, Rasulullah saw bersabd&etiap orang
perempuan yang menikah dengan tanpa walinya, maka
nikahnya batil. Jika lelaki telah mempergaulinyagkin
ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang
telah dihalalkan darinya. Maka apabila mereka
bersengketa, penguasa dapat menjadi wali bagi
perempuan yang tidak mempunyai wali.” (HR. Imam
empat kecuali Nas&p

** DjamaanOp. Cit,h. 67

! lbnu Hajar al-AsqalaniTerjemaharBulughul Maram (Jakarta : Pustaka Amani,
2000), Cet. ke-2, h. 477
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Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa peakawu
mempunyai beberapa tujuan. Karena wanita suka ggvahi oleh
perasaanya, maka ia tidak pandai memilih, sehingdak dapat
memperoleh tujuan-tujuan utama perkawinan. Paraitavdidlak boleh
mengurus langsung akadnya tetapi hendaklah dissmaképada walinya

agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapagae sempurna.

Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun atihgrus ada
dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinamggdjap tidak sd&f.

Adapun yang menjadi dasar hukumnya ialah haditgshBidbi di bawabh ini.

a. Hadist Nabi :

Jalileal&id Lead 5 33 ey CanSi 3 allay)
Artinya : “ Barang siapa di antara perempuan yakgmdengan tidak
diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya

batal’(Riwayat empat orang ahli hadist terkecualsaif>.

b. Hadits Nabi :

salug e lea il Jguy JB 16 die Al iy 58 o 0

Lot 31 yall o 55 9 81yl 81 jall & 35

*? SoemiyatiHukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
(Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 42

% Tihami, Fikih Munakahat ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), kget.
1, h. 93
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Artinya : “ Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Babsla, “Orang
perempuan tidak boleh mengawinkan orang perempuan
lainnya dan tidak boleh pula mengawinkan dirinya

sendiri.”"(HR. Ibnu Majah dan Daruqurthfii)

c. Hadits Nabi :

Jae saliy oV 7S5y
Artinya : “ Tidak sah nikah melainkan dengan webn dua saksi

yang adil”.(H.R. Ahmady.

Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wearyang tidak
pakai wali itu, wajib dibayarkan kepadanya yaituharamitsil. Mahar
mitsil (sepadan) yaitu mahar yang tidak disebuabgsnlahnya pada saat
sebelum atau seketika terjadinya pernikdhanTidaklah wanita
menikahkan wanita dan tidaklah wanita menikah daisendiri, bahwa
wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah veamezina, Hadits
Rasul dari Abu Hurairah Rawahul Ibnu Majah al Dantigni dan al

Baihaqi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa wali merupakan syaedinya

dalam perkawinan. Dan di Indonesia tidak ada peri@wtanpa adnya

**|bnu Hajar al-AsqalaniTerjemaharBulughul Maram (Jakarta : Pustaka Amani,
2000), Cet. ke-2, h. 479

* Abdur Rahman Ghazakigih Munakahat ( Jakarta : Kencana, 2003), Cet. ke-2
*® Tihami, Fikih Munakahat ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), kaet,
h. 46
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wali, karena di Indonesia sudah ada lembaga yaemirgaitu KUA
dimana daerah atau wilayah seseorang bertempaghtidgn sebagaimana
kita ketahui bahwa pada umumnya di Indonesia marigailau memakai

mazhab Syafi'i.

Dilihat dari pendapat para ulama bahwa tidak salabiép
perkawinan yang dilaksanakan tanpa seizin walifuyavali nasab.
Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Pak Mahreudah
melanggar hukum dan pernikahan yang dilakukantatsianggap tidak
sah. Karena wali nasabnya masih ada dan masih m&epentara Pak

Mahmud sendiri tidak berhak dan berwenang dalantensébut.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

a. Terjadinya pernikahan dengan wali yang tidak sewajarnya menjadi wali
sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Midai dikarenakan beberapa
faktor salah satunya dikarenakan faktor ekonomi. Sehingga untuk
memenuhi atau melengkapi peryaratan yang berlaku sangat sulit. Selain itu

mereka beranggapan bahwa urusan mudah tidak dipersulit.

b. Masyarakat Kecamatan Midai tidak setuju dengan terjadinya kasus praktek
pernikahan ini, baik dari kalangan ulama maupun pemerintah. Bagi orang-
orang yang terlibat dalam kasus ini tidak diberikan sanksi, tetapi mereka

diberi peringatan dari pemeritah setempat.

c. Diliht dari segi hukum Islam bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wali
yang tidak berhak tersebut tidak sah. Karena tidak memenuhi persyaratan

yaitu tidak adanyanyawali.

A. Saran

a.  Penulis mengharapkan agar pemerintah setempat |ebih memperhatikan
dan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat menegenai

pernikahan tersebut.
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b. Tokoh masyarakat dan pemerintah hendaknya memberikan sanksi bagi
pasangan dan orang yang menjadi wali yang tidak sewajarnya untuk
mengurangi terjadinya prakek pernikahan tersebut. Demi tercapainya

lingkungan yang aman dan tentram.

c. Kepada orang tua hendaknya menanamkan nilai dan moral khususnya

yang bersifat regelius kepada anaknya.
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